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Dasar Hukum
1. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun
2104;

2. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018
Tentang Pinjaman Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka
Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional;
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk
Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Pedoman Penyusunan
APBD;

Dasar 
Hukum
(Lanjutan)
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PRINSIP PENYUSUNAN APBD

A. Sesuai Urusan Pemerintahan & Kemampuan
Pendapatan Daerah

B. tidak bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan

C. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS

D. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan
jadwal yang telah ditetapkan dengan
Perundang-undangan

E. tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 
dan bertanggung jawab

F.  APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah 
untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran
daerah
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STRUKTUR APBD
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KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD

PENERIMAAN DAERAH

PENDAPATAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
DAERAHRencana penerimaan daerah yang terukur secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan dianggarkan
secara bruto
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KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD

PENGELUARAN DAERAH

BELANJA DAERAH

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
DAERAHRencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian

tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam
jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum
yang melandasinya, dan dianggarkan secara bruto
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01

Jadwal Penyusunan & 
Penetapan APBD

Penerbitan Surat Edaran Kepala
Daerah perihal Pedoman
Penyusunan RKA SKPD (Minggu
II Bulan Agustus)

Penyampaian
Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS oleh
Kepala Daerah kepada
DPRD (Minggu II bulan
Juli)
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Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD kepada DPRD (Paling lambat 60 hari
kerja sebelum Pengambilan persetujuan bersama
DPRD dan Kepala Daerah)

Kesepakatan antara Kepala
Daerah dan DPRD atas
Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS (Minggu II
Bulan Agustus)

Penyusunan dan pembahasan
RKA-SKPD serta penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD (Minggu II Bulan
Agustus)

Persetujuan bersama DPRD dan
Kepala Daerah (Paling lambat 1
bulan sebelum dimulainya tahun
anggaran berkenaan)

Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur
untuk dievaluasi (3 hari kerja setelah
persetujuan bersama)

Penyempurnaan Raperda tentang
APBD sesuai hasil evaluasi yang
ditetapkan dengan keputusan
pimpinan DPRD, Paling lambat 7 hari
kerja (sejak diterima keputusan hasil
evaluasi)
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Penetapan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD (Paling
lambat akhir Desember)
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MANDATORY SPENDING
1. Alokasi anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh

persen) dari belanja daerah (PP 48/2008)

No Komponen Perhitungan Jumlah

1. a. Belanja pada Dinas Pendidikan:
1) Belanja Operasi:

a) belanja pegawai;
b) belanja barang dan jasa;
c) belanja hibah;
d) belanja bantuan sosial.

2) Belanja Modal;
b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara

lain:
1) Belanja Transfer: Belanja bantuan keuangan…
2) Sub Kegiatan .... pada SKPD …. dst ...

Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx

Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx

2. Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b) Rpxxx

3. Total Belanja Daerah Rpxxx

4. Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100% (Minimal 20%)
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2. Alokasi anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD
diluar gaji (UU 36/2009)

No Komponen Perhitungan Jumlah

1. a. Belanja pada Dinas Kesehatan:
1) Belanja Operasi:

a) belanja pegawai;
b) belanja barang dan jasa;
c) belanja hibah;
d) belanja bantuan sosial.

2) Belanja Modal;
b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara

lain:
1) Belanja Transfer: Belanja bantuan keuangan…
2) Sub Kegiatan .... pada SKPD …. dst ...

Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx

Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx

2. Anggaran Kesehatan (a+b) Rpxxx

3.
4.

Total Belanja Daerah
Gaji ASN

Rpxxx
(Rpxxx)

5. Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3- 4) Rpxxx

6. Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100% (Minimal 10%)
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3. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat
umum (minimal 25%, UU APBN)

No Komponen Perhitungan Jumlah

1. Penerimaan
Dana Transfer Umum
a) DAU
b) DBH 
Jumlah Penerimaan

Rpxxx
Rpxxx

Rpxxx

2. Pengurang
a) DAU Tambahan
b) DBH yang bersifat earmarked
c) ADD 
Jumlah Pengurang

Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx

Rpxxx

3. Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan Rpxxx
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Komponen Belanja Infrastruktur Daerah

No Komponen Perhitungan Jumlah

1. a. Belanja Modal:
1) tanah;
2) peralatan dan mesin; 
3) bangunan dan Gedung;
4) jalan, jaringan, dan irigasi;
5) aset tetap lainnya;
6) aset lainnya.

b. Belanja Pemeliharaan

Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx

Rpxxx

2. a. Belanja Hibah;
b. Belanja Bantuan Sosial;
c. Belanja Bantuan Keuangan

Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx

3. Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2) Rpxxx

4. Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang 
Penggunaannya Bersifat Umum

(Minimal 
25%)
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4. Alokasi anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi di
daerah

No Komponen Perhitungan Jumlah

1. Belanja pada SKPD: 
a. Sub kegiatan …. pada SKPD….
b. Sub kegiatan …. pada SKPD…. 
c. Sub kegiatan …. pada SKPD….
d. dst…. 

Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx
Rpxxx

2. Total Alokasi Anggaran Pemulihan di Bidang Ekonomi Rpxxx

3. Total Belanja Daerah Rpxxx

4. Rasio Alokasi Anggaran Pemulihan di Bidang Ekonomi (2:3) x 100% xxxx%
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5. Alokasi Anggaran Pengawasan Provinsi (dihitung dari total 
belanja daerah):
a. sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling 

sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total 
belanja daerah;

b. diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai
dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah)             
paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total 
belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00(tiga puluh enam
miliar rupiah); dan

c. diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah)               
paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen)               
dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00            
(enam puluh miliar).

6. Alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam
rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah 
paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total 
belanja daerah;
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7. Proporsi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten Kepada Kabupaten/Kota

Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

NO JENIS PAJAK

BAGIAN

PROVINSI
KABUPATEN/

KOTA

1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 70% 30%

2
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(BBNKB) 70% 30%

3
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
(PBBKB) 30% 70%

4 Pajak Air Permukaan 50% 50%

5 Pajak Rokok 30% 70%
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RENCANA TARGET PENDAPATAN PAJAK 
DAERAH

DAN BAGI HASIL PAJAK PROVINSI TA. 2022

NO JENIS PAJAK TARGET PAJAK (RP) TARGET BHPP (RP)

1 2 3 4

1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 3.391.550.000.000 1.017.465.000.000 

2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 1.934.126.000.000 580.237.800.000 

3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 760.120.000.000 532.084.000.000 

4 Pajak Air Permukaan 37.349.000.000 18.674.500.000 

5 Pajak Rokok 700.193.000.000 490.135.100.000 

JUMLAH 6.823.338.000.000 2.638.596.400.000
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RENCANA STRUKTUR PENDAPATAN TA. 2022

Kode Uraian Perda APBD 2021 Rancangan APBD 2022 Selisih % Keterangan

1 2 3 4 5 6 7
4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.246.729.223.619 7.149.004.022.964 (97.725.200.655) (1,35)

4.1.01 Pajak Daerah 6.746.237.282.555 6.823.338.000.000 77.100.717.445 1,14 

4.1.02 Retribusi Daerah 12.036.262.100 12.100.000.000 63.737.900 0,53 

4.1.03
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 52.966.089.040 52.966.089.040 - -

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 435.489.589.924 260.599.933.924 (174.889.656.000) (40,16)

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 4.380.202.717.000 4.180.381.117.000 (199.821.600.000) (4,56)

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.380.202.717.000 4.180.381.117.000 (199.821.600.000) (4,56)

DBH 573.403.728.000 573.403.728.000 - -

DAU 1.105.866.293.000 1.105.866.293.000 - -

DAK 2.655.966.811.000 2.501.111.096.000 (154.855.715.000) (5,83) BOS dan TPG 

DID 44.965.885.000 (44.965.885.000) -
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6.200.000.000 6.200.000.000 - -

4.3.01 Pendapatan Hibah 6.200.000.000 6.200.000.000 - -

Jumlah Pendapatan 11.633.131.940.619 11.335.585.139.964 (297.546.800.655) (2,56)
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RENCANA PENDAPATAN DAN BELANJA WAJIB, BELANJA 
MENGIKAT 
DAN MANDATORY SPENDING

1 Pendapatan 11.335.585.139.964 

2 Belanja 7.308.870.807.785 

a. Belanja Operasi 4.670.274.407.785 

1) Belanja Pegawai 2.240.586.020.694 

a) Gaji dan Tunjangan 2.006.343.234.694 

b) Tambahan Penghasilan Guru 234.242.786.000 

2) Belanja Bunga 162.820.077.091 

3) Belanja Hibah (BOS) 2.266.868.310.000 

b. Belanja Transfer (BHPP) 2.638.596.400.000 

c. Belanja Tidak Terduga 84.698.819.100 

Selisih Pendapatan - Belanja 4.026.714.332.179 

3 Mandatory Spending (dari Total Belanja Daerah)

a. Pendidikan (20%) 

b. Kesehatan (10%) 

c. Insfrastruktur (25%) 

d. Pengawasan (0,30%) 
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-Terima Kasih-


